
BUPATI.BOMBANA 
PROVINS! SULA\JJESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATl BOMBANA 

.-J· 

i 
NOMOR TAHUN 2022 

TENT ANG 

! 
PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

. I 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

I 

DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022 

I 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. iba.hwa untuk meninda.kla.njuti keteneuan Pa.�al 22 Peraeurari 
! 
[Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
I 
'sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
I 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
i 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
[l'ahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
knggaran Pendapatan dan Belania Negara. Peraturan Menteri 
I 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
i f 90 /PMK.07 /2021 ten tang Pengelolaan Dana Oesa, tsupati 
mengatur Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana 

1 • 

Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 
! 
2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan dan 

! 
Penetapa.n Rirrcism DRno. De&Q. SetiQ.p De&Q. yRng ber&umber 
i 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten 

I . 

Bombana Tahun Anggaran 2022. � 
1. Pasal 18 ayat (6) =: Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 

I {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
i 
1144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

I 
j Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
\ Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
I Corona Virus Disease 2019 {COVID-19) dan/atau dalam 
rQilgka Menghadapi Anc�Qll yt;tng MembahQ.y'2kQ.n 

. Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 
i I Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik 
I Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

6. U!ldang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran 

I Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6735); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Perercurem Peleilceemezm Undang-Unda.ng Nomor 6 Tahun 

2014 ten tang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

I 
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Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Dc:=::stt. ywig Bc:=1·�umbc:=r dw1 AI1ggw·u11 Pc:=nduputw1 dw1 B�lw1ju 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anaaaran Pendapatan dan Belania Negara (Lembaran Negara 

i Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan ctan Pengawasan Pemertntah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
I Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
,1 ! Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
111. Peratura.n Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

I 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12'.. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019 
I tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana 

Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi 
Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik 

[ Indonesia Tahun 2019 Nomor 530); 
131. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 

14� Pcra.turan Mcntcri Dceec, Pcmbangunan Da.cra.h Tcrtingga.l 
i ' 
i dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas \ 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022/Berita Negara Republik tJ 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); { � 

' 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten 

IBombana Tahun 2016 Nomor 3); 
l6.1Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

I dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
17.JPeraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan 

jAtas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
I Pengelolaan Keuangan Desa; 

18. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 188.342/275 
tanggal 18 Januari 2022 perihal Hasil Fasilitasi Rancanagan 

Menetapkan 

IPeraturan Bupati Bombana. 

I 

I 
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PRIORITAS 

I 
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 

I 
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

I 
DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 

I 
ANGGARAN 2022 

I 

MEMUTUSKAN: 

BABI 
i KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
! 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Dherah adalah PemerintahKabupaten Bombana. 

I 
3. Bupati adalah Bupati Bombana. 

I 
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

I 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemJrintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa mas�arakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormfti dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. { 
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11. 

15. 

13. 

16. 

14. 

12. 

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Neg1.a yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan 
untuk mebbiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

I pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
ma:syarakat. 

6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 

I 
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupanmasyarakat. 

7. Kewenangan ILokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, 

I 

mampu danl efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena 
I 

perkembanzan Desa dan prakasa masvarakat Desa. 
8. Musyawarahl Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya 

disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan 
permusyawaiatan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang I , 
diselenggarakan oleh :Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati 
hal yang berJifat strategis. 

I 
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

I 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

10. PemerintahaA Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
J umlah Degl Q.dru.ah jumlah Dega yQng ditempkan oleh Menteri Dalam 

! ' 
Negeri. I 
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

I 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan iakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkchi secara Demokratis. 
Rencana Peth.bangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 

I 
RPJM Desa, ladalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 

I waktu 6 (enam) tahun. 
I 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
I 

penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu)tahun. 
Anggaran. 

Pe�dnpatan 
clan Bclemja Ncge.re., yt1ng t5clt1njutny11 dit5ingkat 

APBN adalah\ rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui 
oleh Dewan 1erwakilan Rakyat. 
Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau 
kegiatan yan� didahulukan dan diutam7 dari pada pilihan kegiatan \\ 
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. . � 
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18. 

26. 

19. 

20. 

25. 

17. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, 
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan 
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi 
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi 
kemiskinan, ban meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

I 
Pandemi COrID-19 adalah beneana yang di:sebabkar1 oleh faktor nonalam 

yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga 
mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, 
kesehatan dJ.n kejiwaan atau psikologismanusia. 

I 
Desa Aman �OVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif 

I 
di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan 
protokol kesehatan denaan menssunakan masker. meniasa .iarak fisik dan 

I 
cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 
Bantuan Langsung Tonai Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada 

! 
keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana 
Desa untuk \mengurangi dampak ekonomt aklbat pandemt Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19). 
SDGs Desa Jdalah upaya terpadu mewujudkan Desatanpa kemiskinan dan 

I 
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa 
peduli lingkJngan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa 
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian 

I 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

I 
Tenaga Pendamping Profesionru ru:lruah tenaga profesionru yang direkrut 

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Desa, pernbangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas 

I 
pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. 

I 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalj r�ncana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 
dan disetujJi bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daercb, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Anggaran PJndapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat . I . 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

I dcngan uang ; eer te, eegede, ocoua.tu bcr'upe, uang dem ha.rang yang 
berhubungari dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

I 
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan[ pel7anaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

.I b pertanggungjawa an. 

24. 

23. 

21. 
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27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan 
oleh KepalJ Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

I Permusyawaratan Desa. 

Pasal 2 
Peraturan Bupati rr1i rnengaeur: 
a. Prioritas Penggunaan Dana Desa; 
b. Rincian DanJ Desa Setiap Desa; dan I . 
c. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 

Pasal 3 
(1) Pengaturan �rioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan: 
a. Pemerint� Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa dalam 

metaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam 
rangka I menghadapi ancaman yang membahayakan sistem 
perekonomtan nastonal clan/atau stab111tas ststem keuangan; 

b. Pemerinuih Daerah kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, 
I 

pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas 
I Penggunaan Dana Desa; 

c. Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa dalam 
memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan I . 
ev'1.luasi status perlcernbcmgari Des'1.;dQ.Il 

d. Pemerintdh Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
dalam keiiatan perencanaan pembangunan Desa. 

(2) Prioritas Pen�gunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun berdksarkan prinsip: 

k .I a. emanusiaan: 
b. keadilan; I 

c. kebhinekaan; 
d. keseimbaAgan alam; dan 
e. kebijakan' strategis nasional berbasis kewenangan Desa. 

(3) Pengaturan 1noritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana 
dimakoud pada ayat ( 1) tcrdiri a.tao: 

a. PengalokJsian dan Penetapan Rincian Dana Desa; � 
I . 

b. Prioritas le:qggunaan Dana Desa; 
c. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

I d. Penyaluran Dana Desa; j 
e. publikasi han pelaporan; dan 1£ 
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f. pembinaan. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Pasal 4 
Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 
sebagaimanJ dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk 
membertkari arahan dalam pelakeariaari Priorita:s Pengguriaari Daria Deea 

Tahun 2022; 
I Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 

sebagaimanJ dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan �agian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

I 
I 

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan 
kewenangan IDesa. 

Priorttas Penggunaan Dana Desa sebagatmana dtmaksud pada ayat ( 1) 
diarahkan uhtuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs 

I 
Desa melalui: 
a. pemulihJn ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 
b I · · · al i k D d . program pnorrtas nasion sesuar ewenangan esa; an 
c. mitigasi I dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai 

kewenangan Desa. 

BAB II 

Pasal 5 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasa16 
(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi Nasional sesuai 

kewenangan I Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 
diprioritaskar untuk pencapaian SDGs Desa: 
a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa 

k . ki I erms nan; 
b. pembentJkan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 

badan u�aha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk 
pertumbJhan ekonomi Desa merata; dan 

c. PembanJnan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang 
diutarnakh.n d ilcelole, badan uoaha milik Dcoa/badan uoaha milik Dcoa 

bersama I untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar 
lingkungan. 

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dal Pasal 5 ayat (2) huruf b 
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 
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a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan 
teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas 
kemitraan untuk pembangunan Desa; 

b. pengembdngan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; 
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan 

I Deesa tanpe, kelaparari; 

d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan 
e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan 

I masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa. 
I 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan 
Nonalam seJuai· dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

I 
Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 

. . . di b al a. mitizasi an penansanan encana am: 
b. mitigasi d�n penanganan bencana nonalam; dan 

i 
c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai 

I Dana Desa. 
I 

Pasal 7 

(3) 

(2) 

(1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c hiberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi 
kri . b I • b iku ntena se agar en t: 
a. keluargJ miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa 

bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang 
I 

termQsuk dcdarn Icatogor-i Icerrrialcirrsm ekstrem; 

b. kehilandan mata pencaharian; 
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; 
d. keluargJ miskin penerimajaring pengaman sosial lainnya yang terhenti 

baiky�g bersumber dari APBD dan/atau dari APBN; 
e. keluargJ miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 

I 
(COVID-19)dan belum menerima bantuan; atau 

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. 
Dalam hal lkeluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian 
pupuk. I 

Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
I 

ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa. 
(4) Peraturan lkepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat: 
a. nama dJn alamat keluarga penerima manfaat; 
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b. rincian lkeluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok 
pekerjaan;dan 

c. jumlah �eluarga penerima manfaat. 
(5) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dite�apkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 
bulan pertarria, sampai derigarr bulan kedua belas per kduarga perrer-irn a 
manfaat. 

(6) Pembayar1 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga 
penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat 
dibayarkan ialing banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 

(7) Dalam hal Jembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan kedua 
sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan Bantuan 
Lanasuna Tbnai Dana Desa, pembavaran atas selisih kekuranaan Bantuan 
Langsung Tlnai Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas 
menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk Bantuan Langsung 
Tunai Dana IDesa setiap bulan. 

(8) Jumlah keluarga penerima manraat :Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
I 

bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari 
jumlah kelJarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
bulan kesath. 

(9) Dalam hal �erdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai 
I 

Dana Desa /sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau 
tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib 

I 
mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. 

(10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan 
I 

Langsung Tunai Dana Desa dan/ atau penambahan jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/ atau penambahan terse but 

I 
ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa. 

I 
I BAB III 
! RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

Pasal 8 
Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara hi Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 terdapat dalam � 
Larnpirem III ye4g mcrupalm.n bagian tido.k tcrpioahkan dari Pcratura.n Btrperti 

I 
ini. l i 

I 
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BAB IV 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

I . Pasal 9 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dad Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa 
penyuaunan RKP Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan 
kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan 
dalam berita acara. 

(3) Serita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman 
Pemerintah IDesa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur 
mengenai RKP Desa. 

(4) Dalam peneJi.pan Prioritas Penaaunaan Dana Desa sebazaimana dimaksud 
I 

pada ayat (1� dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan 
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur rrlengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan 

I 
masyarakat Desa. 

Pasal 10 
(1) Pelaksanaan1 program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan 
I sumber daya lokal Desa. 

(2) Swakelola ,bagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan 
pola Padat Karya Tunni Desa. 

I 
(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dialokasikan' untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) 
dari dana kekiatan Padat Karya Tunai Desa. 

(4) Dana Desa jyang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas 
masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama 
antar Desa. 

(1) 

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Paeed 11 

( 1) Pelaksanaan program dan/ atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama 

I 
an tar desa dan/ a tau kerja sama desa dengan pih ketiga dilaksanakan I , 
sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan/ 



(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan 
I 

untuk melaksanakan program dan/ atau kegiatan melalui swakelola 
sebagaimand dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

I . 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pal:$al 12 

( 1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa. 

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan ddngan cara: · 

I 
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan 

I Dana Desa; 
b. menyamJaikan usulan program dan/ atau keziatan: 

I 
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam 

! 
dokumeri RKP Desa dan APB Desa; dan 

d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 
(3) Pemer1ntah I Desa berkewaj1ban untuk mel1batkan masyarakat dalam 

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Pasal 13 
(1) _Priorttas Penggunaan Dana Desa menjadt bagtan dart RKP Desa. 

I . 
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 
disusun berdasarkan: 
a. basil pe�dataan SDGs Desa oleh Desa; 

I 

b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan 
c. aspirasi inasyarakat Desa. 

(3) RKP Desa �arig memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimakgud pada aynt ( 1) menjadi pedoman dalam penyugunan APB Deca, 

I 
BABV 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 
Bagian kesatu 

Publikasi 
Pasal 14 

(1) Pemerintah D:esa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa. 

J 

. 

(2) Publikasi sebjgaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: _ 
a. basil Musyawarah Desa; dan 
b. data Desa,lp�ta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen 

RPJM� 

Desa, do?men RKZ Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan 
Dokumen APB Desa. . I 

! 



-13- 

(3) Publikasi APB �esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling 
sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besarana nggaran. 

(4) Publikasi APBI Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
menggunakan I media cetak/ online berupa baliho, selebaran, pamflet, website 
dan lain-lain serta wajib ditempatkan di tempat terbuka, strategis dan dapat 

I 
dia.kses oleh khalayak/umum. 

(5) Pelaporan Pu61ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib 
I . 

disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 
bentuk softcoJy berupa foto (jpeg). 

I 
(6) Bagi Kepala oesa yang ttdak metaksanakan pelaporan PUblikasi APB Desa 

dan Realisasi APB Desa tahun sebelumnya sebagiamna dimaksud ayat (5) 
maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

I 
I Pasal 15 

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan diruang publik 
I . 

yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. 
(2) Publikasi peJetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara 

I 
swakelola dan partisipatif, 

(3) Dalam hal P�merintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas 
I 

Penggunaan Dana Desa diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
Badan Permhsyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau 

! 
tertulis. i 

Bagian kedua 
I Pela po ran 
I Pasal 16 

( 1) Kepala Desa inenyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
I 

Desa kepada Menteri melalui Menteri Desa, Pembansunan Daerah Tertinzzal 
d T . I . an ransrmgrasi, 

(2) Laporan seba�aimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk 
i 

dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
I 

Kernerrteriem, j 

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling 
I 

lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. 

! 

PEMBINAAN 

(1} M t · 1 kl k bi 
Palsalal ·17 

iali · d al · en en me a u an pem maan me ui sosi isasi, pemantauan an ev uasi 
Prioritas Pen�gunaan Dana Desa secara Nasional dengan menggunak 

I . 

aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 

BAB VI 
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(2) Gubernur dan,Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan 
dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang. 

I 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada 

I Perangkat Daerah dan/ atau camat. 
I 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga 
Pendamping Jofesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan 

I 
perundang-uldangan. 

I BAB VII 

I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 18 
Tata kelola keukngan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai 
dengan ketentu4n peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai 

i pengelolaan keuangan Desa. 

2022 
Ditetapkan 
pada tangg , 
BUPAT 

! 
i - . 

3 

5 
'4 

2 

I 
I 

Diundangkan di Rumbia � 
ada tanggal, tig _JaCUO.fl 2022 

S KRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

t HI I 

AR I BERITA: AERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR .2.. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

· Pasal 19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan Penerripatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

I 
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IPERATURAN BUPATI BOMBANA 
:;;... TAHl)N 2022 
l9 ja(\{J.O.n 2022 

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PRIORITAS 
PENGGUNMN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 
ANGGARAN 2022 

PEDOMAN IMUM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 

A. PRIORITAS PENGGUNMN DANA DESA 
I. SDGs Desl 

I 
Untuk I menzoperasionalkan tuiuan nembanzunan Desa yang 

dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa 
! 

diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 
(delapan b�las) tujuan SDGs Desa sebagai berikut: 

I 1. Desa tanpa kemtsktnan dan keiaparan 
I 

a. SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan 
I 

b. SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan. 
I 

2. Desa ekonomi tumbuhmerata 
I 

a. SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; 
I 

b. SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 
I 

c. SDGs Desa 10: desa tan pa kesenjangan; dan 
. . I 
d. SDGs Des.a l�: kommmsi da.n produkGi DeQa Qadar lingkungan. .. I 

3; Desa.pedulikesehatan 
I . 

a. SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; 
I . 

b. SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan 
I 

c. SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman. 
4. Desa p�dulilingkungan 

I . 
a. SD Gs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; 

I . 
b. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; 

! 
c. SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan 

I 
d. SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungandarat. 

I 
5. Desa pedulipendidikan 

I 
SDOo Dcee, 4: pendidikan Deee, borkualitao. 

I 6. Desa ramahperempuan 
I 

SDGs IDesa5: keterlibatan perempuan Desa. 

7. DesabJrjejaring 
� 

SDGs �esa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa. 
8. Desa Jnggap budaya l 



I ! 
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a. sops Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan 
b. sops Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa 

adaptif, 
Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi 

COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 
I 

dipriorita:skan untuk membiayai kegiatan yang meridujcung pcncapaian 
SDGs Desk yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, 
program Jnoritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam 
dannonalb. 

I 
II. Pemuliha.J Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 

· Prioritas Penggunaan Dana De�a untuk pemulihan ekonomi nasional 
· k I D 1· . sesuai ewenanaan esa me inuti: 

1. penanJg�langan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa 
I 

kemiskinan, melalui: 
I 

a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan 
I 

sostat berupa Bantuan Langsung Tuna! (BLT}, pembertan jamman 
I 

sosial masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel; 
b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro 

I 
Kecil , dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, 
peJyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa; dan 

c. meininimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan 
I 

meningkatkan/ mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai 
I 

ke�enQ.1'1.gQll Dega Q.1'1.UU-a lrun membangun/mengembangkan Poe 
I Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 

PeJdidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas 
antar wilayah Desa antara lain membangunjalan Desa, jalan usaha 

I . 
tani, jembatan sesuai kewenangan Desa. 

2. pembeAtukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk 
mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup: 

I 
a. pendirian badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik 

I Desa bersama; 
I 

b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha 
I . 

milik Dcee, bcree.me; 
I 

c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan 
. I 

usaha milik Desa bersama; dan 
d. pen�embangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan { 

usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentu� 
� 
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dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) pengelolaan hutan Desa; 
2) pengelolaan hutan adat; 
3) I I I . . 

fenge o aan air mmum; 
4) 'pengelolaan parlwisaea Deesa; 

5) �engolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan); 
6) �engelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove 

aan wisata edukasi); 
7) belatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 
8) belatihan pembenihan ikan; 

I . 
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; 

aan 
I 

10) Pengelolaansampah. 
e. kegi1tan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, 

dan I peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa 
danfi atau badan usana m111k Oesa bersama yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

3. Pembarigunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif: 
a. bidang pertanian, perkebunan, petemakan dan/ atau perikanan I . 

yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk 
I unggulan Desa dan/ atauperdesaan; 

b. bidabg jasa serta usaha industri kecil dan/ atau industri rumahan 
yangl 

difokmikan kepadQ. pembentukan clan pengembQ.ngan produk 
I unggulan Desa dan/atauperdesaan; 

c. bida.iig sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa 
I 

dan/1ab1u perdesaan; 
d. pem1faatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan 

sosial; 
I 

e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan I . 
berkelanjutan; dan 

f. kegi�tan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi 
prodtktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa 

l 
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

I 
III. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 

PrioritaJ Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional 
sesuai kewJnangan Desa meliputi: 

1. Pendatalm Desa \\ I a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa; 

1 
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b. pendataan pada tingkat rukun tetangga; 
c. pen6ataan pada tingkat keluarga; 
d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan 
e. ke�atan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
2. PemeJan poterrsi clan. surnber daya pembarigurran Desa 

a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 
b. perriutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 

I 
c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 

lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
I Musyawarah Desa. 

3. PengeJbangan teknologi informasi dan komunikasi 
a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang 

disediakan oleh Pemerintah; 
b. penlembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi 

penj,ediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; 

c. ::ladaan sarana/ prasarana teknologi informasi dan komunikasi 
bertiasis aplikasi digital meliputi: 
1) I k i . . tfwer untu jarmgan internet; 
2) pengadaan komputer; I . 
3) smartphone; dan 

I 
4) langganan internet. 

d. 
penJelolrum 

teknologi informa.gi de.n korrrurrilcaei lrunnyg_ gegua.i 
I dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah 
I Desa. 
I 

4. Pengembangan Desa wisata 
I 

a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan !prasarana Desa wisata; 

b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis 
d ... .L, 1g1U:U; 

I 
I 

c. pelatihan pengelolaan Desawisata; 
d. penJelolaan Desa wisata; 
e. kerjlsama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan 
f. 

kegiltan. 
pengemban.gan Deese, wieerte. lainnya yang eeoued dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
I . d . 5. penguatan ketahanan pangan nabati anhewani 

a. peniembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 
peternakan dan/atau perikanan; \ti_ b. pembangunan lumbung pangan Desa; 

1 
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c. pengolahan pasca panen; dan 

I . 
d. kegiatan penguatan ketahanan pangan Iainnya yang sesuai dengan 

ke,enangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
6. Pencegahan stunting di Desa 

a. pen�elolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa 
der1�ru1 meriggurrakari aplika�i digital t::lt::t::tronic:-Hurttt:tn Deueloptnetu 

I 
wo1ker (e-HDW); 

b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), 
kad�r posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 

I 
c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stuntingmelalui 

I rumah Desa sehat; 
d. merhberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan 

gizi ldan pensasuhan anak melalui keaiatan: 
1) kesehatan ibu dan anak; 
2) Jonseling gizi; 
3) Jir bersih dan sanitasi; 

I 4) perllnctungan sostai untuk penmgkatan askes tbu namn ctan 
ihenyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan 
Jdministrasi kependudukan; 

5) Jendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak 
I 

Usia Dini (PAUD); 
6) Jpaya pencegahan perkawinan anak; 

I 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa 
I untuk pembangunan Kandang, Kolarn dan Kebun (3K) dru.am 

)angka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu 
Jamil, balita dan anak sekolah. 

8) Jeningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), 
Jader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini 

I 
(PAUD);dan 

9) Jemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), 
Jader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini 

I 
(PAUD) yang menjadi kewenangan Desa; 

7. Pengeilibangan Desa inklusif 
j 

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan 
yaith:, 

pcrcmpuan, anak, lanjut treie., enrlcu dan mac,yarakat eedeit 
terJencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat 

I 
miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

I b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok 
maiginal dan rentan; ,fJ c. penlberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan; 

�� 
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d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk 
merh.bentuk kesalehan sosial di Desa; dan 

I 
e. ke�atan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

I 
IV. Mitigmsi dari perrarigarrart bencaria alarn clan. 11.011.alru11. sesuai derigan 

I kewenangan Desa 
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan 

penangan� bencana alam dan nonalam meliputi: 
1. MitigaJi dan penanganan bencana alam 

I 
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

I 
prasarfna sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/ atau 
keiadian luar biasa lainnva sesuai denaan kewenanzan Desa yang 
antaral l�n: 
a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
b. Ala{ Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; 
c. P3K untuk bencana; 
d. pertlbangunan jalan evakuasi; 
e. pen�ediaan penunjukjalur evakuasi; 

I 
f. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 

I di . g. penye iaan tempat pengungsian; 
h. pecibersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
i. rehlbilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 

ben�Q.l'lQ. GllQ.n'.l; dQ.l'l 
I j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya 

sestai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
I musyawarah Desa 

2. Mitiga�i dan penanganan bencana nonalam 
I a. Desa Aman COVID 

1) IPenggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman 
COVID-19 antara lain: 

. a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga 
Desa yang telah ada; 

b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan 
penerapan eeceire. ketat protokol keoehatan; 

c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas 
COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta 
kebutuhan lainnya yang diputuskan dal 'J musyawarah 
Desa khusus/musyawarah Desa insidental; f 
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Id) menyiapkan tempat cuci tangan dan/ atau cairan pembersih 
tangan (hand sanitizer); 

lie) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai 
keperluan; 

f) menyiapkan dan/ atau merawat ruang isolasi Desa agar 
:sewaktu-waktu :siap digurialean Ketika dibueuhkan; 

lg) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang 
j sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/ atau 

ruang isolasi Desa; 
h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan 

melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 
Daerah; dan 

i) Mendukuna operasional tuzas Relawan Desa Aman COVID- 
19. 

2) relawan Desa Aman COVID-19 
Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut: 

! a} Ketua: kepala Desa 
b) W akil: ketua badan permusyawaratan Desa 

- ketua rukun warga; 
kepala dusun atau yang setara; 

- perangkatDesa; 
- anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

c) anggota: 

I 
I 

I 
- ketua rukun tatarigga; 

- pendamping lokal Desa; 
- pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 
- pendamping Desa sehat; 
- pendamping lainya yang berdomisili di Desa; 
- bidan Desa; 

tokoh agama; 
- tokoh adat; 
- tokoh masyarakat; 
- karang taruna; 
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan 
- Kader Pemberdayaa.n Maoyaraknt Deon (KPMD}. 

d) mitra: 
- bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban 

masyarakat (Babinkamtibmas); 
- bintara pembina Def (Babinsa); dan 

pendamping Desa. 4 
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e) Tugas relawan Desa aman COVID-19: 
- melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi 

kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan 
protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga 
jarak, merieucl tarigan mernbataat rnobllitaa a.tau 

pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan; 
- mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, 

serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit 
tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata 
keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai 
kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari 
Pemerintah Pusat maupun daerah. baik yang telah 
maupun yang belum menerima; 

- melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, 
menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau cairan 
pembersth tangan (hand sanitizer) di tempat umum. 

- menyiapkan dan/ atau merawat ruang isolasi Desa agar 
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan 

- menyediakan alat Kesehatan untuk deteksi dini, 
perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan 
penularan Corona Virus Disease (COVID-19); 

- memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang 
mQ.lllpu yang sedang melQ.}csanakan isolasi mandiri 

dirumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan 
- menyediakan informasi penting terkait dengan 

penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit 
I 
I rujukan, nomor telepon ambulan dan lain-lain. 

3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 
I 

diputuskan melalui musyawarah Desa. 
I 
I 

B. PENETAPAN RRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

I. KewenanganDesa 
1. PrioriJt"J · Penggunaan Dana Deese, dilakukan berdaoarkan peraturan 

Desa rilengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- 
1 U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

2. Dalam I hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal� I I 
Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desai 
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adalah Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal-Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan 

I ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Dalam hal tidak memiliki Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, 
De:sa tbtap dapat menentukan Priorltaa Penggunaan Dana Deaa eesuat 

dengari ketentuan Peraturan Bupati ini. 

II. Swakelola 
1. Program i dan/ atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus 

dilaksch1akan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan 
Mente�i Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 2'1 Tahun 2020 tentana Pedoman Umum Pembanzunan Desa 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati ini. 

I 
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat 

meiakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan 
I 

perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa. 
3. KegiatJ.n pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai 

I 
Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan 
kerjasJma antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan 
oleh pcinyedia barang/jasa. 

I 

III. Padat KJa Tunai Desa 
1. PengsJnQQ.ll Dana. De&a. diutrunalm.n untuk dila.k&analm.n dengan pola. 

I 
Padat Karya Tunai Desa (PKTD); 

2. pekerjJ . diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, 
Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta 

I 
anggota masyarakat marginal lainnya; 

3. besarah anggaran upah kerja paling sedikit 50o/o (lima puluh persen) 
dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD; 

4. pemba�aran upah kerja diberikan setiap hari; 
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan 

menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari 
COVIDl 19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman 
antara ee.tu pekerja dengan pekerja lainnya. minimum 2 (dua) meter, 

dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan 
6. jenis kfgiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain: 

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan 
1) pemanfaatan lahj kosong milik Desa untuk tanaman pangan 

dan perkebunan; /{ 
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2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman 
sayuran dan lain-lain; dan 

3) penanaman tumpeng sari tanaman pokok dilahan-lahan 
perkebunan. 

b. Wisata Desa 
1) kebereihun ternpat wtsata yang dikelola badan usaha milik Deaa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi 

wisata. 
c. perdagangan logistik pangan 

1) pemeliharaan bansunan pasar: 
2) badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa 

bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas 
Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 

3) bactan usana m111k Desa dan/atau bactan usaha m111k Desa 
bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha 
kecil untuk melakukan produksi; dan 

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau 
badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang 
menguntungkan di Desa. 

d. Perikanan 
1) pemQ.&QXlgGn Q.tQ.u perQ.wQ.tQll k�Q.ffibQ. berGQ.ffiQ.; 

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik 
Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan 

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat 
penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa 
dan/ atau badan usaha milik Desa bersama. 

e. Petemakan 
1) membersihkan kandang temak milik badan usaha milik Desa 

,dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 
2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang 

ldikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 
Deee, ber-earne.; dan 

f. 

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha 
milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran 

ltemak untuk pupuk organik. 
industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan ( 
1) perawatan Gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau 1; 
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badan usaha milik Desa bersama; 
2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa 

ldan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) Jpenyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui 

!ctana Desa. 

IV. Penentuj Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui 

penilaian �erhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk 
difokuska.tl pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas 

I 
nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang 
mendukuJg SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan 
Prioritas P�nggunaan Dana Desa adalah sebaaai berikut: 
1. berdaskkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada 

di Des! dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat 
Desa db yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, 

I sehingga Dana Desa dnarang untuk dtbagt rata; 
I 

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak 
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa 

I 
(PKTD); 

3. program dan/ atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan 
secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa; 

4. program , dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan 
g,danyJ 

keberlg,njui:Q.n mg,nfg,g,t bg,gi generg,gi mandg,tQ.ng; dQ.D 

5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara 
partisiJatif, transparan dan akuntabel. 

I 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada 

I 
data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data 

I 
berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi 
Desa (SID)] Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena 

I 
dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki 
oleh Desa. 

V. Pengembalgan kegiatan diluar Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penggu�ruui 

Dana. Deee, Ta.hun 2022 dipriorita.c,ka.n untuk menjalankan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan 
untuk PeAanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) i dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan(J 

/ 



-26- 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
I Undang-Undang maka, pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa 

dan/ atau tempat ibadah tidak diperbolehkan. 

I 
VI. Tahapan �erencanaan Penggunaan Dana Desa 

1. Keterbukaan informaai pernbarigurian Desa, Desa menginforrnaaikan 

secara terbuka kepada masyarakat Desa hal- hal sebagai berikut: 
a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 
b. dokumen RPJM Desa; I . 
c. program/proyek masuk Desa; 

I d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan 
I Desa; dan 
I 

e. kebiiakan Prioritas Penasunaan Dana Desa untuk nemulihan 
ekoJomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi 
kebilsaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. 

I 2. Musyawarah Dusun/Kelompok 
I a. warga Desa mendtskustkan rencana Prtoritas Penggunaan Dana 

DesJ berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa 
meldiui berbagai forum diskusi. 

b. tim lpenyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa 
menyelenggarakan musyawarah Dusun/kelompok untuk 

I 
mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana. 

I 
c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang 

dipri�rita.slm.n 
untuk didQ.llru dorrgari DQ.llQ. Desa; dQ.ll 

I 
d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam 

I Musyawarah Desa. 
I 3. Musyawarah Desa 

PeneJpan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati 
dalam �usyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan 
Prioritas' Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam 
Musyawkah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman 

. I 

dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. 
. I . 

C. PUBLIKASI DAN PELAPORAN 
1. Publikaoi I 

Priorids Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah 
Desa kepJda masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses 
masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan 
melibatkari peran serta masyarakat Desa. 

I · f Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan 
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melalui: 
a. baliho; 
b. papan informasi Desa; . I . 
c. media elektronik; I . 
d. media cetak; 

d. I lal e. me ra :smn ; 
I 

f. website Desa; 
I . 

g. selebaran (leaflet); 
h. pengeral suara di ruang publik; dan 
i. media 1Jinnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

2. Pela po ran 
a. pelaporan : Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan 

mensssunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
KementJrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

b. bagi De�a-pesa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat 
mengguf akan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat 
melakukan petaporan Pr1or1tas Penggunaan Dana Desa secara offiine 

I 
dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. 

D. PEMBINAAN 
1. pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 

dapat dilkksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu 
I 

menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
KementeriJn DeoG., Pembangunan Daerah Tertinggal dG.n TrG.ngmigrQ.oi. 

2. pemerintaA Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupatenl mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan dan pembinaan 

I 
kepada Desa, 

3. kepala D�scJ. memberikan tanggapan dan informasi balik kepada 
Pemerintah ! Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
PemerintJ Pusat. 

4. masyaraka!t Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada: 
a. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 

serta Kktor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut: 
I . 

1) La.ya.nan tdepon : 1500040 I . 
2) Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040 

I 3) Layanan Whatsapp : 087788990040 I . 
4) Layanan PPID Biro 

KeJenterian Desa, 
TI . ·j rans�1gras1 

yang membidangi Hubungan Masyarakat 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
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5) Layanan Sosial Media : 
a) l@Kemendesa(twitter); 

b) [Kemendesa.1 (facebook); 
I 

c) kemendesaPDTI (instagram); 
d) . sipemandu.kemendesa.go.id; dan 

: 081242639492 

e] website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kru1.tor Sta.f Presiden KSP). 
b. Pemerihtah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

I 
sebagai bertikut: 

I 1) La1anan telepon 
2) Lalanan WhatsApp : 081242639492 

) 

1 
2 
3 
4 
5 

'l• 
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PERATURAN BUPATI BOMBANA 
� TAHYN 2022 

\.0 ,ynnoon 2022 
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PRIORITAS 
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 
ANGGARAN 2022 

�ETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

DI,KABUPATEN BOMBANATAHUN ANGGARAN 2022 

I 
I 

Dana Desa yang bersumber dari Anzzaran Pendapatan dan Belania Negara Danat 
I . 

pergunakan untuk: 

I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa: 
1. Pengadaan,J pembangunan, pengembangan dan pemeunaraan sarana nan 

· prasarana hngkungan pemukiman, antara lain: 
a. Pembanku�an dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin; 
b. penerankan lingkungan pemukiman; 

I . 
c. pedestrian; 
d. drainasJ pada pada kewenangan desa; 
e. tandon air. bersih atau penampung air hujan bersama; 
f. 

pipani&dsi 
untuk mendukung diGtribuci air bercih ke rumah penduduk; 

I g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 
I h. sumur resapan; 

i. selokan;I 
I J. tempat pembuangan sampah; 

k. gerobak sampah; 
1. kendaraan pengangkut sampah; 
m. mesin p�ngolah sampah; 
n. pemban�unan ruang terbuka hijau; 

I o. pembangunan bank sampah Desa; dan 
p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan 

kowena.rfga.n Doee, dem diputuoko.n do.lam rrrueyaware.h Deee., 

2. Pengadaan, \ pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana transportasi, antara lain: I I 

a. perahu/Fetinting ba, · Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS; 
b. tambatan perahu; 
c. dermagJ apung; l 
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I d. tam bat apung (buoy); 

·a1 I ki e. J an pemu man; 
f. jalan D�sa antara permukiman ke wilayah pertanian; 
g. jalan po�os Desa; 
h. jalan Deea antara permukiman ke lokasi wisata; 

I 
i. jernbatari Deea: 

I gorong-gorong; 
I . 

k. terminal Desa; dan 
I • 1 · · d k 1. sarana prasarana transportasi ainnya yang sesuai engan ewenangan 

Desa dah diputuskan dalam musyawarah Desa. 

J. 

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan 
prasarana energi, antara lain: 
a. pemban�kit listrik tenaza mikrohidro; 
b. pemban�kit listrik tenaga diesel; 
c. pembruigkit listrik tenaga matahari; 
d. pembadgkit listrik tenaga angin; 

I e. tnstatast biogas; 
I 

f. jaringari distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan 
g. sarana brasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diphtuskan dalam musyawarah Desa. 
4. Pengadaan,i pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana ibformasi dan komunikasi, antara lain: 
. . I. k D a. Janngary internet untu warga esa; 

b. pengacJ.ci.gn jo.ringgn internet berbRGiG GRtelit b'1.gi Dega y'lng tidak 

t . k 1 

• • • t erjang au jarmgan interne ; 
I 

c. pengelolaan Sistim Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis 
I 

Online dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah); 
d. website r- 
e. peralatan pengeras suara (loudspeaker); 
f. radio Sihgle Side Band (SSB); dan 
g. sarana brasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa da!n diputuskan dalam musyawarah Desa. 
I 

5. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, antara 
lain: 
a. Pengadaan, pcmbangunan, pengernbangan dem perneliharaan oarnna 

prasaran� kesehatan, antara lain: 
1) air bJrsih berskala Desa; 

I 
2) jambanisasi; 

I 
3) man9i, cuci, kakus (MCK); � 
4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; � { 

I 

I 
I 
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5) balai iengobatan dan fasilitas pendukung; 
6) posyahdu dan fasilitas pendukung; 
7) poske�des/polindes dan fasilitas pendukung; 
8) posbihdu dan fasilitas pendukung; 
9) tikar bertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media 

detekii dini :stui�ting; 

10) kampbye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan 
11) saran� prasarana Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa ban diputuskan dalam musyawarah Desa. I . 
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarank pendidikan dan kebudayaan antara lain: I . 
1) taman bacaan masyarakat; 
2) bangJnan PAUD basi Desa yang belum ada gedung PAUD; 
3) pengJmbangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI 

(HoliJtik In tegratif]; 
4) buku ldan peralatan belajar PAUD lainnya; 
5) wahana permaman anak di PAUD; 

6) tamaA belajar keagamaan; 
7) saran1a dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 

I 

8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 
I 9) bangunan perpustakaan Desa; 

10) bukuYbahan bacaan; 
11) balai belatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
1.::2) geduJg &ru1ggar &eni/ruru1g ekonomi krea.tif; 

I 
13) film dokumenter; 
14) peraIJtan kesenian dan kebudayaan; 
15) pembhatan galeri atau museum Desa; 
16) pengJdaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait 

hak �ak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, 
kelua�ga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; 

17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang 
amanl bagi anak; dan 

18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai 
dengJn kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

6. 
Pcngada.an,I 

pcmbangunan, pcngcmbangan dan pcmcliha.raan c,arana 

prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain: 
a. PengadaJn, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasaranh produksi dan pengolahan hasil usaha pertaniandan/ atau 
perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala · 
produktiJ yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembang7), 
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produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
I 

antara lain: 
1) bendtlngan berskala kecil; 
2) pembhngunan atau perbaikan embung; 

I 
3) irigasi Desa; 
4) 

pc11.c+aka11 tahanpertanian; 
5) kolam ikan; 
6) kapal penangkap ikan; 
7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 

I 8) tambak garam; 
I 

9) kandang temak; 
10) mesiJ pakan ternak; 
11) mesiri penetas telur: 
12) gudatlg penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 
13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, 

I dan kopra); 
I 

14) embung Oesa; 
15) gudarig pendingin (cold storage); 
16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air); 
1 7) alat �enangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan 

perangkap); 
18) alat bbtu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 
19) keramba jaring apung; 
20) kerQl'ljang ikQl'l; 

21) alat tikbang dan ukur hasil tangkapan; 
22) alat ptoduksi es; 
23) gudatlg Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 
24) tempJt penjemuran ikan; dan 
25) sarana :dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian 

lainn�a yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

b. Pengactaah, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/ atau industri rumahan 

I 
yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk 
unggulan Deeei dan/at.au produk unggulan kawaoan pcrdcoaan, ant.ara 

lain: 
1) mesinjahit; 

I 
2) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
3) mesin penepung ikan; 
4) mesin penepung ketela pohon; t 
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5) mesin bubut untuk mebeler; 
6) · I k · k mesm pac aging emasan; 
7) roastJr kopi; 
8) mesid percetakan; 
9) alat pbngolahan hasil perikanan; 
10) 

dockihg 
kapal (perberigkelan perahu dan meain]; dan 

11) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau 
industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputiskan dalam musyawarah Desa. 

c. PengadaJn, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarank pemasaran yang difokuskan kepada pembentukandan 

I pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan jperdesaan. antara lain: 
1) pasar f esa; 
2) pasar 1sayur; 
3) pasar rewa.n; 
4) tempat peteiangan ikan; 
5) tokooAline; 
6) gudadg barang; 
7) tempat pemasaran ikan; dan 
8) I d I . . d sarana an prasarana pemasaran amnya yang sesuai engan 

kewedangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. Pengadachi, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

pra.Garanh 
DeGa WiGG.ta., antG.rG Lairi: 

1) ruanJ ganti dan/atau toilet; 
I 

2) pergola; 
I 3) gazebo; 
I 4) lampu taman; 

5) pagar pembatas; 
6) pondok wisata (homestay); 
7) pangdung kesenian/pertunjukan; 
8) kios ckndera mata; 
9) pusat jajanan kuliner; 
10) tern pat ibadah; 
11) mcnJa pan dang (viewing deck); 

12) gapu)a identitas; 
13) wahaiia permainan anak; 
14)wahaba permainan outbound; 
15) tamaJ rekreasi; 
16) tempJt penjualan tiketl 
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17) angktitan wisata; 
18) trackihg wisata mangrove; 
19) peraIJtan wisata snorkeling dan diving; 
20) 

I . . . papan interpretasi; 
21) sarank dan prasarana kebersihan; 
22) 

pembhatan media promost (bro:sur, leaflet, audio vi:sual); 

23) interJetcorner; dan 
24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan 

kewedangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
e. Pengadak, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarank Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskJ.n. kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa danl/atau produk unzaulan kawasan perdesaan. antara lain: 

I 
1) penggilingan padi; 

I 
2) peraut kelapa; 
3) I biii biii 
4) :::::r: p�J::ak; 
5) . I . . k . mesm sangrai opi; 
6) pemoiong/ pengiris buah dan sayuran; 
7) pompk air; 
8) trak I .. tor rmrn; 
9) d al.I . . I es mast air aut; 

I 
10) pengolahan limbah sampah; 
11) kolaJ budidaya; 

12) mesin' pembuat es dari air laut (slurry ice); dan 
13) saran1 dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

I 
dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

f. Pengadaa'.n, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasaran! untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: . I 

1) pembuatan terasering; 
2) kolamJ untuk mata air; I . 
3) plesengan sungai; 

I 4) pencegahan kebakaran hutan; 
5) I ah b . . penceg an a rast pantai; 

I 6) pcmba.ngunan ta.lud; 

7) · papan informasi lingkungan hid up; 
I 

8) pemulihan stock ikan (restocking) 1 kal; 
I 

9) rehab{litasi kawasan manJrove; 
lO)penanaman bakau; dan 1 
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1 l)sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang 
I 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
1. Pen.ingkataril Kualitms dan Ak:se:s terfradap Pelayarian 80:sial Daear 

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 
I 

1) pelatihan pengelolaan air min um; 
2) pelayJnan kesehatan lingkungan; 
3) bantuan insentif untuk kader posyandu dialokasikan paling tinggi 

per-bJlan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 
4) bantuan insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) 

dialok�sikan paling rendah ner-bulan per-orang sebesar Rn. 500.000.­ 
(lima fatus ribu rupiah); 

5) bantuan insentif untuk Kader Kesehatan (Perawat Desa) dialokasikan 
palinJ rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 

I ruptanj.. 
6) bantuan insentif untuk Kader kesehatan lainnya dialokasikan paling 

I 
rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 
rupiJ); 

7) alat him.tu penyandang disabilitas; I . 
8) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap 

anak benyandang disabilitas; 
I 

9) Sosialisa&i/pelatihan penanganan dan pencegahan stunting; 

10) pema.Atauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk 
penin�katan gizi bagi balita dan anak sekolah; 

11) kampkye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak 
dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak; 

12) kamp�ye dan promosi gerakan makan ikan; 
I 

13) sosialisasi gerakan aman pangan; 
14) praktJk atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), 

I 
stimulasi tumbuh kembang, PHBS dan lain-lain dilayanan kesehatan 
dan sJsial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll); 

I 
15) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
16) 

pclatiJan 
pcngcmbangan apotek hidup Deeeidem produk hotikultura; 

17) perawatan Kesehatan dan/ atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas 
I 

dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia; 
I 18) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes); , 

19) pend+pi ·n an pasca persalinan, kunjungan nifas dan kunjungan � 

neonatal; 1 
I 
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20) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan 
anak, lperan ayah dalam pengasuhan, dll; 

I 
21) sosialisasi dan kampanye imunisasi; 
22) kampkye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi 

seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, 
I 

penyakit seksual, HIV/ AIDS tuberlculosts, hiperterrai, diabetes mellitu:s 

d I .. an gf1gguan jrwa; 
23) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan 

I 
reproduksi di tingkat Desa; I . 

24) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan 
I keluarga; 

25) pelatiJan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan 
Pendabatan Keluarza Seiahtera (UPPKS): 

26) penin�katan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan 
keterablpilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi; 

I 
27) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 

I 28) petattnan kader kesenatan masyarakat untuk g1Z1, kesehatan, air 
I 

bersihr sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan 
lainnya; 

29) pelatitlan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, 
pembuaran makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara 
menJosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari 
perta.riia kehidupan; 

30) 
pelatiJo.n 

kader kependudukan, keluarga berencana clan 
I pembangunan keluarga; 

31) pelatitlan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan 
I 

perlindungan Anak; 
32) pelatitlan Kader Keamanan Pangan Desa; 
33) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha 

I 
pan gap; 

34) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam 
penankkapanikan;dan 

I : 
35) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat 

I 
Desalainnyayang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 

I 
dalamlmuoyawarah Doee.. 

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1) bantuk insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru 

tamanl belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat 
kegiatan · belajar masyarakat (PKBM) dialokasikan paling tin · per­ 
bulan ber-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 
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2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik 
integrktif (PAUD HI); 

I 
3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak 

usia 9-2 tahun; 
4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan 

.I 
0

d' D :stu11tu1g 1 esa; 

5) pelatliian untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dialaokasikan 
palinJ tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu 
rupi�); 

I 
6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan 

Desa; I 
7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja 

b · I • ak kid · k · asr remaia yang an memasu uma ena: I : . 
8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya; 
9) bantukn. pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan 

I 
pendidikan non formal lainnya; 

I 10) petatinan pembuatan mm dokumenter, jurnans, pembuatan dan 
I . 

penggunaan media, blog dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan 
medial lainn ya) 

11) pelatihan dan KIE ten tang pencegahan perkawinan anak; 
I . 

12) pelatihandan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan 
pada perempuan dan anak, termasukt indak pidana perdagangan 
orang; 

13) bantub pendrunpingan kepada anak tidak gekolah (ATS) bagi wargQ. 
. k.l mis in; 

14) pembJrian bantuan peralatan Pendidikan sebelum anak diterima di 
I didik b · . ki satuan pen 1 an agi warga mis n; 

15) pembJrian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak 
mamJu, minimal jenjang pendidikan menengah; 

16) pembfrian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan 
khusus; 

I 
1 7) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi 

orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 
18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, 

motif-botif yang enrde.h ada don/ atau diciptakon c,endiri don/ atau 
I 

sesuai tren; 
I 

19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan 
I 

keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; L 20) peiat:J.ari alat musik khas daerah setempat atau moderen. 
' 
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21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/ jasa kreatif, seperti 
mesinljahit, alatukir, kamera,komputer, mesin percetakan; 

22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di 
mediJ onlinea tau offline; 

23) pelatiAan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa; 
I 

24) pelatihan cara konservaei produk/karya kreatif bagi para pelaku I . 
kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 

25) pelatiAan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses 
permddalan baik di bank dan non-bank; 

I 
26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 

I . 
27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan 
28) kegiatkn pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

I 
sesuaidenaan kewenanaan Desa dan diputuskan dalam musvawarah 
Desa.1 . 

2. Pengelolaan saran a prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan 
sumber daya lokal yang tersedia. 

I a. pengelolajn,lingkllngan perumanan Desa, antara lain: 
1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
2) pengelblaan sarana pengolahan air limbah; dan 
3) pengelblaan lingkungan pemukimanlainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b. pengelotab transportasi Desa, antara lain: 

1) pengelblaan terminal Desa; 
I !l) perigelolasm trunbQ.tan perQ.hu; dcm 

3) pengelrl�ntransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. pengembJngan energi terbarukan, antara lain: 
I 

1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 
2) pembJatan bioethanol dari ubi kayu; 
3) pengolkhan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
4) pengelblaan pembangkit listrik tenaga angin; 
5) 111 . . tah . penge o aan energi tenaga ma an; 
6) pelatihlan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan 
7) pengerhbangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan 

kcwcn�ngan 
Deea dan diputuokan dedarn muoyawarah Deee., 

I 
d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 

I 

1) sistem,in(ormasi Desa; 
2) website Desa; 

3) radio Jomunitas; i\/ 4) penge1b1aan sistemi nformasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan r 
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5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenk.ngan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3. Pengelolaan I usaha ekonomi produktif serta pengelolaan saran.a dan 
prasarana ekonomi 
a. Pengelolakn. produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk 

ketahanar; · parigan dan uaaha pertarrian yarig dffoktrakart kepada 
I pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 

produk uhggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) perbe�ihan tanaman pangan; 

I 
2) pembibitan tanaman keras; 

I . 
3) pengadaan pupuk; 

I 
4) pembenihan ikan air tawar; 

I 
5) penaelolaan usaha hutan Desa: 

I ; 
6) pengelolaan usaha hutan sosial; 
7) penga6aan bibit/induk ternak; 

I 
8) inseminasi buatan; 

I 
9) pengadaan pakan ternak; 
10) tepunk tapioka; 

I 11) kerupuk; 
I 

12) keripik jamur; 
I 

13) keripikjagung; 
14) ikan Jsin; 
15) abon Japi 

16) QUQU 
lQ.pi; 

17) kopi; I 
18) coklat; 
19) karet; I 
20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, 

ikan rkbus dan ikan abon); 
21) olahJ rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, 

I karagenan dll); 
22) olahJ. mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 
23) pelatil\an pembibitan mangrove dan vegetasi pantai; 
24) pela�an pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 

I 
25) pcngclolaan hutan mangrove dan vcgctaoi pantai (hutan ccma.ra. la.ut); 

I 
dan I 

i 
26) pengofahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang� 

sesu�d�ngan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa;/l ; . . 
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b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada 
I pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau 

produk ubggulan kawasan perdesaan, antara lain: I . 
1) meu be lair kayu dan rotan; 

I 
2) alat-alat rumah tangga; 
3) pakaihii jadi/ko11.vck:si kerajinari tarigari; 

4) k . I run tenun; 
I 

5) kain batik; 
I 6) bengkel kendaraan bermotor; I . 

7) pedagang di pasar; 
I 8) pedagang pengepul; 
I 

9) pelatihan pengelolaan docking kapal; I : 
10) pelatihan nenzelolaan kemitraan usaha perikanan tanzkap: 

I 
11) pelatihan pemasaran perikanan; dan 

I 
12) pengelolaan jasa dan industry kecil lainnya yang sesuai dengan 

kewe�angan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
I c. pendtrtan nan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, 
! 

antara lain: 
1) pendifan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
2) penyertaan modal BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama; 

I 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
4) PelatiAan Pengurus BUMDesa paling tinggi sebesar Rp. 3.500.000,­ 

(tigaj!ta lima ratus ribu rupiah); dan 
5) kegiG.thn perrgernbcmgcm BUMDesa dG.n/ ata.u BUMDe&Q. Ber&G.ma 

lainnya yang sesuai dengan kewenanganDesa diputuskan dalam 
I musyawarah Desa. 
I d. Pengembangan usaha BUMDesa dan/ a tau BUMDesa Bersama yang 
I 

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dJ/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

I 
1) pengelolaan hutan Desa; 

I 
2) pengelolaan hutan adat; 

I 
3) pengelolaan air minum; 

I 
4) pengelolaan pariwisata Desa; 
5) pengJlahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan); 

I 
6) pcngdolaan wioata hutan mangrove (tracking, jclajah mangrove clan 

wisaJ. edukasi); 
! 

7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 
I 

8) pelatihan pembenihan ikan; \\( 
9) pelatifan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan 

1 
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10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
diputhskan dalam musyawarah Desa. 

e. pembentikan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dJ/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

I 1) hutan kemaeyarakaran; . I 
2) hutan tanaman rakyat; 
3) kemiJ.aan kehutanan; 
4) pemb�ntukan usaha ekonomi masyarakat; 

I 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/ atau 
. d I . m ustn rumahan; 

I 
6) bantU:an sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha 

ekondmi rnasvarakat: dan 
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai 

dengJn kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
f. pemanradtan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang 

I difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dan\; atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) sosialibasi TTG; 

I 
2) pospelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); I . 
3) percontohan TIG untuk: 

a) pro1duksi pertanian; 
b) pedgembangan sumber energi perdesaan; 

) I b . c pengem lll18Q.D GQraDQ. tran&porta&1; 

d) pedgembangan sarana komunikasi; dan 
e) pedgembangan jasa dan industri kecil; 

4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; 
5) sosialikasi sistem informasi cuaca dan il<lim; dan 
6) pengerhbangan dan pemanfaatan TIG lainnya yang sesuai dengan 

kewenkngan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
g. pengelolakn pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha 

ekonomi I lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan �erdesaan, antara lain: 

I 
1) pcnycdiaan informaoi harga. / pa.oar; 

I 
2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat; 

I . . 
3) kerjasama perdagangan antar Desa; 
4) 

kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
5) pengelblaan pemasaran lainnya yang sesuai 

I 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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4. Penguatan qan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi 
tanggap darhrat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 
a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 
c. pelatihJ tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 
d. pdatihJ pengerialan poterrei beneana dan mitiga:si; dru1 

e. penguatan : kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 
kewenankan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

I 
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: 

a. pembibicin pohon langka; 
b. reboisasi;\ 
c. rehabiliJsi lahan gambut; 

I 
d. pembersihan daerah aliran sunaai: . I 
e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai) 
f. pemelihaiaan hutan bakau; 
g. pelatihan rehabilitasi mangrove; 
h. petatinan rehabil1tas1 terumbu karang; 
1. pelatihan pengolahan limbah; dan 
J. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan I . 

dalam musyawarah Desa. 
I • 6. Pemberdayaan · masyarakat Desa untuk memperkuat tatakelola Desa yang 

demokratisdk I berkeadilan sosial 
a. mendoro�g. partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pemb'1nS4-nQll Dega yang dilakganakan gecl:U'a gwaJwlolQ. oleh Dooa., 
I 

antara lain: 
1) pengerbbangan sistem informasi Desa (SID); 

I 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat 
dan/ + balai rakyat; 

3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/ atau balai rakyat; 
dan I 

i 
I 

4) kegiatan lainnya yang sesuaidengan kewenangan Desa yang 
diputu�kan dalam musyawarah Desa. 

b. MengembJ.ngkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 
I 

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan 
I 

oumbcr dri.ya. ede.m yang ada di Deee., antara. la.in: 
I 1) penyusf nan arah pengembangan Desa; 

2) penyus1nan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang 
berkelanju tan; 

3) penyusrnan rencana pengelolaan sumber _daya ikan di Desai 
4) pengelolaan sistem informasi pencatatan basil perikanan;.� 
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5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan 
perikkan;dan 

6) kegiatn lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

I c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, 
poterrei db.r-i nilai kearifari lokal, antara lain: 

1) penda�aan potensi dan aset Desa; 
I 2) penyu1su.nan profil Desa/ data Desa; 

3) penyusunan peta aset Desa; 
4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, 

pengahggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu; 
I 5) dukungan penetapan IDM; 
I 

6) penvusunan peta Desa rawan bencana: dan 
7) kegiatin lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 
d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 

I kepentmgan warga mtskin, warga d1sab111tas, perempuan, anak, dan 
kelompoU marginal, antara lain: 

I . 
1) sosialisasi penggunaan dana Desa; 

I 
2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga 

I 
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 

3) pemb�ntukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat 
kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa; 

4) 
rembJg 

gtunting DeGQ.; 

5) rembJg anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbang desa; 
I 

6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari 
I musrenbangdes; 

7) penyJsunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, 
pere4puan, anak, dan kelompok marginal; dan 

8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan 
I keluarga; 
I 

9) pelatihanbagi kader Desa tentang gender; 
10) pend�taan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan 

khusJs,kepala rumah tangga perempuan dan sebagainya) sebagai 
daoar 

lpclakoanaan 
kcgiatan yang bcroifat nfirmaoi; 

11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi 
fasiliJtor Desa; 

12)kegiatlm lainnya yang sesuai dera kewenangan Desa yang 
diputJskan dalam musyawarah Desa[ 

. 
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e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam I . 
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara 
llru. )'n: I b . d . . . k d D b b . pengem angan sistem a ministrasi euangan an aset esa er asis 

I 
data digital; I , 

2) pengernbangan laporan keuangan dan a:set Deesa yar1g tcrb ulca urrcuk 

publiJ; 
3) pengehibangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan 
4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputtlskan dalam musyawarah Desa. 
f. mendoro�g: partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakanDesa 

yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain: I . 
1) penvebarluasan informasi kepada masvarakat Desa perihal hal-hal 

strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 
I 

2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
3) kegiatk.n lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

I 
dtputuskan dalam musyawarah Oesa. 

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan 
pelatihanl k�der pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di 
Desa, an�a lain: 
1) pelatilian kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak 

lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan 
I • • pengorgarnsasian; 

2) 
pelatiJan 

anggota forum anak terkait hak anak, data da&ar De&a, R&et 

Desa, pengorganisasian, jumalis warga dan isu anak lainnya; 
3) advok!si pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan 

masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan 
I • il catatan sip ; 

4) peninJkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, 
I 

petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan 
5) 

kegiaJn, pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 
manusia lmasyarakatDesauntuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi 
Deee, yang difokuokan kcpada pcmbcntukan dan pcngcmbangan produk 
unggulanl Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain: ! 

1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan 
I perdagangan; 
I . 

2) pelatihan industri rumahan; 



I 

I 
3) pelatihan teknologi tepat guna; 

I 
4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai 

kondibi Desa; 
I 

5) Pelatihan pemandu Wisata; 
6) I t 

I . . . 
n er�retas1 wisata; 

7) Pdatihan Bahmsa Astng; 
I . 

8) Pelatihan Digitalisasi; 
I 

9) Pelatihan pengelolaan Desawisata; . I . 
10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar 

wisaci/Pokdarwis; 
I 

11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 
I 

12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; 
I 

13) Pelatihan pensemasan ikan/produk ikan: 
I 

14) Pelatihan teknik pemasaranonline; 
I 

15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan 
16) kegia&n peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 

I pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa danratau 
I 

produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan 
keweJangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

1. metakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa daA pembangunanDesa yang dilakukan secara partisipatif oleh 
masyaraJat Desa, antara lain: 
1) pemru1tauan berbasis komunitas; 

I 
�) Q.Udit berbQ.&iG komunit:Q.g; 

3) pengekbangan unit pengaduan diDesa; 
I 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk 

penyel�saian masalah secara mandiri oleh Desa; 
5) penge�bangan kapasitas paralegalDesa; 
6) penyel�nggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan 

serah lerimahasil pembangunan Desa; dan 
7) kegiadm lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputtiskan dalam musyawarah Desa. 

,---- - . I .. . ... ··-· ... -. BUPATI BO 
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LAM PIRAN III 
NO MOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERAT.URAN BUPATI BOMBANA 
2_ TAHUN 2022 .. \ e JOO{Jc:1,f\ 2022 

PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
I 

SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
I 

DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022 
I 

RINCIAN D�NA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI APBN 
I TAHUN ANGGARAN 2022 

(dalam ribuan rupiah) 

I ALO KASI ALO KASI ALO KASI ALO KASI TOTAL NO KODE NAMADESA FORMULA AFIRMASI KINERJA I DASAR 
(I/ (;?J I (3} (41 (SI (61 m (81-(4/+(S,+(61+(71 

1 7406012009 Pokchrurnba 603.117 311.617 0 0 914.734 
2 7406012011 Pallimae I 540.725 190.128 0 0 730.853 
3 7406012018 Salosa I 540.725 254.754 0 0 795.479 
4 1406012019 Matiro W alie 540.725 158.564 0 0 699.289 
5 7406022003 Teoooe I 603.117 219.590 0 0 822.707 
6 7406022004 Biru I 603.117 248.322 0 0 851.439 
7 7406022010 Mambo I 540.725 203.162 0 0 743.887 
8 7406032001 Rau Rau I 540.725 173.913 0 0 714.638 
9 7406032008 Ladumoil 540.725 152.626 0 0 693.351 

10 7406032009 Rarowatu 478.334 133.805 0 0 612.139 
11 7406032011 Lakomeal 540.725 195.578 0 241.906 978.209 
12 7406032012 Panzkuri I 540.725 190.274 0 0 730.999 
13 7406032013 Larnoeantani 540.725 155.151 0 0 695.876 
14 7406032014 W atu Kalangkari 540.725 121.830 0 0 662.555 
15 7406032015 Tahi ite I 540.725 191.581 0 0 732.306 
16 7406042001 Lantawcnua 540.725 145.150 0 241.906 927.781 
17 7406052010 Rahadopi 540.725 168.798 0 0 709.523 
18 7406052011 Tironzkotua 540.725 163.257 0 0 703.982 
19 7 ·l06062005 Wumbub'uro 540.725 168.246 0 0 708.971 
20 7 ·l06062006 Balo I 540.725 164.677 0 0 705.402 
21 7406062007 Toli-Toli I 540.725 193.978 0 0 734.703 
22 7406062008 Taouhaka 540.725 311.352 0 0 852.077 
23 7406062011 Bungi-Bungi 478.334 214.616 0 0 692.950 
24 7406072001 Babamolinzku 540.725 320.592 0 241.906 1.103.223 
25 7406072002 Toari Bornbana 540.725 237.548 0 0 778.273 
26 7406072003 Timbala I 540.725 198.388 0 0 739.113 
27 7406072004 Ranokornea 540.725 272.293 0 0 813.018 
28 7406072005 Rakadual 665.508 233.041 0 0 898.549 
29 7406072006 Lameong-Meong 540.725 142.548 0 0 683.273 
30 7406072007 Pabiring I 540.725 159.393 0 0 700.118 
31 7406072008 Balasari I 540.725 241.569 0 0 782.294 
32 7406072009 Bulurnanai 540.725 210.556 0 0 751.281 
33 7406072010 Matabundu 540.725 186.212 0 0 726.937 
34 7406072011 Analere I 540.725 211.612 0 0 752.337 
35 7406082001 Pomontoi:o 478.334 211.135 0 0 689.469 
36 7406082002 Liano I 540.725 291.775 0 0 832.500 
37 7406082003 Pulau Tainbako 603.117 360.271 0 0 963.388 
38 7406082004 Lora I 603.117 269.002 0 241.906 1.114.025 
39 7406082005 Toli-Toli I 478.334 155.210 0 0 633.544 
40 7406082006 Taiuncu I 478.334 201.934 0 0 680.268 
41 7406082007 Ma war I 478.334 199.498 0 0 677.832 
42 7406082008 Laloa I 540.725 260.265 0 0 800.990 
43 7406082009 Batusarnne Indah 478.334 151.627 0 0 629.961 
44 7406082010 Harnbawa 478.334 195.370 0 0 673.704 
45 7406082011 Pu'u Waeva 478.334 211.163 0 0 689.497 
46 7406092001 Wurnbubanzka 540.725 182.033 0 0 722.758 
47 7406092002 Hukaea I 540.725 150.197 0 0 690.922 
48 7406092003 Lantowua 540.725 120.684 0 0 661.409 
49 7406092004 Tembe · I 540.725 143.323 0 0 684.048 
50 7406092005 Watu Mende 540.725 123.051 0 241.906 905.682 
51 7406092006 MaTRB-Jaya 603.117 108.842 0 0 711.959 
52 7406092007 Tunas Baru 478.334 158.899 0 0 637.233 
53 7406102001 Tanpabulu '603.117 232.557 0 0 835.674 
54 7406102002 Tanah Poleang 540.725 162.885 0 241.906 945.516 
55 7406102003 .Karva Baru 540.725 170.891 0 241.906 953.522 
56 7406102004 Toburi I 603.117 193.230 0 0 796.347 
57 7406102005 Rompu Romou 603.117 277.274 0 0 880.391 
58 7406102006 Pusu Eal 540.725 217.216 0 0 757.941 
;:,9 7406102007 Lawatu Ea 540.725 167.637 0 0 708.362 
60 7406102008 Warnbarema 540.725 160.786 0 0 701.511 
61 7406112001 Batu Putih 540.725 208.670 0 0 749.395 
62 7406112002 Waemoutanz 603.117 248.297 0 0 851.414 
63 7406112003 Kali Bani 540.725 195.746 0 241.906 978.377 
64 7406112004 Akaciporig 540.725 264.909 0 0 805.634 
65 7406112005 LaEa I 540.725 193.750 0 0 734.475 I 

If 



(dal<un ribuan n,piaJ 

I ALO KASI ALO KASI ALO KASI ALO KASI NO KODE NAMADESA TOTAL 
I DASAR FORMULA AFIRMASI KINERJA 

(1) (� I (3) (4J (51 ,� (7J (81=(4]+(51+(�+(7} 

66 7406122001 Larete I 540.725 213.370 0 0 754.0% 
67 7406122002 Lerno I 540.725 194.583 0 0 735.30F 
Otl 7"10012200:) TeffipUH� eo:,.117 807.610 0 0 1.110.727 
69 7406122004 Lamoare I 478.334 241.951 0 241.906 962.19] 
70 7406122005 Rambaha ; 478.334 243.129 0 0 721.46Z< ; 

71 7406132001 Lanzkerna 540.725 164.995 0 241.906 947.621', 
7:2 7406132002 Batuawu 540.725 137.930 0 241.906 920.56] 
""."' 7406132003 Ponzkalaero 540.725 132.695 0 0 673.420 { ,) 

7·1 1406132004 Puu Nuriu 540.725 224.928 0 241.906 1.007.559 
-r r- 7406142002 Baliara I 540.725 306.614 0 0 847.33S· ( ,) 

76 7406142003 Rahantari 540.725 179.558 0 0 720.283 -- 7406142004 Baliara Kepulauan 540.725 419.332 119.423 0 1.079.480 I I 

78 7406142005 Baliara Selatan 603.117 194.946 0 0 798.063 
79 7406152001 Mapila I 540.725 295.053 0 0 835.778 
80 7406152002 Wumhulasa 540.725 240.950 0 0 781.675 
81 7406152003 Sanaia Malanur 540.725 186.234 0 0 726.959 
8::! 7406152004 Eernokolo 540.725 171.977 0 0 712.702 
83 7406152005 Tedubara 540.725 179.171 0 0 719.896 
8-+ '7406152006 Larolanu 478.334 223.185 0 0 701.519 
85 7406162001 Lamonl!l!i ' 540.725 193.605 0 241.906 976.236 
86 7406162002 Tanukeno 478.334 195.333 0 241.906 915.573 
87 7406162003 Lenzora I 540.725 188.760 0 0 729.485 
tm 7"f0010200'!- enano I ::Yt0.720 190.071 0 0 707.090 

89 7406162005 Ulunakura 540.725 206.532 0 0 747.257 
90 '7406162006 Lengora Selatan 540.725 134.596 0 0 675.321 
CJ] 7406162007 Lengora Pantai 540.725 326.263 119.423 0 986.411 
92 7406172001 Masaloka 478.334 129.669 0 0 608.003 
93 7406172002 Batu Larnburi 540.725 201.111 0 0 741.836 
9-+ 7406172003 Masaloka Selatan 540.725 182.373 0 241.906 965.004 
95 7406172004 Masaloka Timur 478.334 220.202 0 241.906 940.442 
96 7406172005 Masaloka Barat 478.334 207.452 0 0 685.786 
97 7406182004 Taouhalii 603.117 132.892 0 0 736.009 
98 7406182005 Lamoatal 540.725 159.165 0 0 699.890 
')9 7406192001 Mulaenol 540.725 131.001 0 0 671.726 

I()() 7406192002. Lebo Ea. I 540.725 243.744 0 0 784.469 
i o i 740£.lQQOOa p,...; .. I MQ,7::ll. 14!'..064 0 0 f.i:tf..()i;tQ 
10::! 7406192004 Poleondrc 540.725 205.458 0 0 746.183 
103 7406202001 Tontonunu 540.725 216.095 0 0 756.820 
10·! 7406202002 Tongkoseng ! 603.117 266.742 0 0 869.859 
105 7l06202003 Tete Haka 540.725 197.205 0 0 737.930 
106 7'+06202004 Watu Melomba 540.725 241.231 0 241.906 1.023.862 
iCJ7 7406202005 Puu Wonua 540.725 263.780 0 0 804.505 
11J8 7400'.llZOOl LamblkaS1 �o.n:, l�.(J'J'j e o 7';.j:,.4:i4 
109 7-to6212002 Lantari I 540.725 187.086 0 241.906 969.717 
]10 7406212003 Lanzkowala 540.725 249.463 0 0 790.188 
1 11 7·to6212004 Pasare Apua 540.725 225.561 0 0 766.286 
11� H06212006 Anuzerah 540.725 187.700 0 0 728.4251 
113 H06212007 Kai aero I 540.725 101.578 0 0 642.303 
lH H06212008 Tinabite I 478.334 331.524 0 0 809.858 
115 7-l06212009 Raronzkeu 478.334 284.360 0 0 762.694 
116 ,-W6212010 Watu-watu 540.725 307.899 0 0 848.624 
117 H06222001 Kolomhi Matausu 478.334 201.236 0 0 679.570 
118 ,·106222002 Morenzkd 478.334 200.591 0 0 678.925 
119 7 ·106222003 Wia-wia I ' 478.334 124.604 0 0 602.938 
l�() 7·106222004 Lamuru I 478.334 174.210 0 0 652.544 
Lll 7 -l06:::l:::l::J005 Total• I 47Q.aa4 :aoo.7� a a 670.076 

I JUMLAH (Rp.J 94.568.922 

TAFDIL 

-·.: .. ::_: .. ' ·" 


